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Sciring dengan meningkatnya pcmbangunan. maka meningkat pula risiko 

terhadap pencemaran dan jX'ngmsakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi 

dasar ekosistem yang menjadi pcnunjang bogi kehidupan dapat msak. Penccmaran dnn 

pengrusakan lingkungan hidup akan mcnjadi beban sosial yang pada akhimya 

mayarakat dan pcmerintah harus menanggung biaya pcmulihannya. 

St:mua orang sepakat bahwa kerusakan Jingkungan hidup adalah pcrbuatan 

manusia di samping perbuatan nlrun itu sendiri. Dalam hal perbuman manusia sudah 

termasuk perbuatan oleh sebunh perusah:mn baik swasta maupun pemerintah, yang 

dalam kcgiatan opernsionaln)'D mcnggunakan b.:rbagai jenis bahat1 kimia, zat 

radioaktif dan tingkat kcbisillgan yang ditirnbulkan oleh suntu aktivitas mcsin atau 

pabriknya cukup tinggi sehingga disadari :uau tidak, ini akan mcmbawa pengaruh 

yang cukup besar tcrhadap lingkungan sckitamya scperti pcnccrnaran lingkungan 

melalui polusi udnra, polusi air, �ena kebisingan schingga menimbulkan 

ketidakny:unanan clalom kebidup�n. 

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan llidup, perbuatan pencemaran tcrhadap lingkungan 

merupakan perbuatan melanggar hukum dan mclawan hukum sehingga dituntul 

tanggung jawab karcna melakukan perbuaian pencemaran lcrscbul baik pcrorangan, 

pcrkelompok ataupun scbuah badan hul.."Um. 
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Kebcradaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang 

lingkungan hidup mcmpunyai kaitan yang sangat erat dcngan fungsi dan peranan 

pemerintah scbagai suatu lembaga yang mcmiliki wewcnang melaJuj instansinya 

untuk mengontrol dan mengawasi lingk'1lllgan hidup. 

Penataan lingkw1gan hidup sebagai suatu kajian administrasi negara 

meletakkan fungsi-fungsi pcmerintah umuk mengatur dan mcngelola lingkungan 

hidup khususnya dalam hal pclaksanaan pengawasan, schingga kedudukan yimg 

demikian m<-mberikan akibat bagi pcmcrintahan bahwa kepentingan rakyat banyak 

akan lingkungan hidup yang bersih, tcratur merupakan sualu cerminan fungsi-fungsi 

hukum administrasi negara. 

Salah saru peranan pemerintah daerah dalam kajian ini acialah melalui 

kebijakan yang diambH oleh Kepala Dacrah yang dalam snidi ini !tdalah Supati 

Tapanuli Sclatnn. unluk mcningkatbn pclaksanaan pengclo!aan lingkungrui hidup. 

lntcnsitas kcberadaan llupati melalui peranan menctapkan kcbijakan sangat memiliki 

signifikansi Jalam hal pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di wila)ah 

pcmerintahannya. Karena tugas scorang Oupati sebagai Kepala Daerah adalah 

memberikan kesejahleraan bagi masyarakatnya, yang salah satu sarananya adal�h 

mclalui pcrhndungan dan pengelolaan lingkungan hid up. 

Selain b.ipati objek tulisan ini juga mclihat fungsi DPRD Kabupatcn Tapanuli 

Sclatan �ebagai mitra kerja Bupati Jnlam kaitannya dcngan kebijakan-kebijakan yang 

:-erkanan dcngan pcngelolnnn lingkung�n hidup. Fw1gsi dan kcdudukan DPRD 
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